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Nomod 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan
dan iuntuk mendukung kegiatan penyelenggara

, maka Pemerintah Kabupaten Bintan perlu
Bantuan Operasional Sekolah.
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agar pemberian Bantuan Operasional Sekolah
dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
perlu adanya Pedoman Pemberian bantuan

bah
Dae
maka
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Sekolah Daerah dengan Peraturan Bupati
Bintar,l.

i

I

Und#pg-Undang i'lomor \2 fahun i956 tentang
pembgntuka-n Daerah Otonorn Kabupaten dalam
Lingk,rhp Daerah Kabupaten Sumatera Tengah
(Lembbran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomol 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3396);
Undalng-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Koruf;si, Kolusi dan Nepotisme (Irmbaran Negara
Republik lrrdoiicsia Tahuti 1999 Nofnof 75, Tiiinbahan
kmb4ran Negara Republik Indonesia Nomor 385U;
Undarirg-Undang l,{omor 17 Tahun 2003 tentang
Keuar,lgan Negara {I*mbaran Negara Republik Indonesia
Tahurt 2OO3 Nomor 47, Tanrrbahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor a286\;
Unda*r.g-Undang Nonaor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendipikan Nasirrnal (Lernbaran Negara Republik
Indonbsia Tahun 2Ot]3 Nomor 78; Tarnbahan Irembaran
Negar[" Republik Inclonesia Nomor a3ol);
Undairg-Undang ll{o*r*r l" Tahun 2AA4 tentang
Perbeitdahara"th Negara {t€iiibafiin Ndglrra Reiiublik
trndoniesia Tahun 2**"? N*mor 5, Tambahan Lembaran

5.



Menetapkan :

I 
Pffint 1

Dalam Peraturan Bupati F t.tt* dimaksud dengan :

Pemerintah adalah

Republik Indonesia Tahun
kmbaran Negara Republik

Bgfajar- (kmbaran,,Negc.ra Republik Indonesia
2OO8 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara

tah Republik Indonesia.
3intan.
Pemerintah Kabupaten Bintan.

8.

9.

10.

11.

6.U -Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

(L,embaran Negara
2004 omor 66, Tambahan

iia Nomor aaOO);Indo
7, Pera Pemerintah Nornor 58 Tahtrn 2OOS tentang

Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repu Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
L€ifi Negafa Republilr Indoriesie Noiflor 45781;

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang
wqiib
Tah

Indonesia Nomor a863);
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang

Pendidikan (kmbaran Negara Republik
ia Tatrun 2OO8 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nornor a86a);

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

13 Tahufl 2006 Pcdoriian Peiigeloleafi Keuaflgaii

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

(kmbaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2007 18)
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Daerah adalah Kabu
Pemerintah Daerah
Bupati adalah Daerah Kabupaten Bintan.
Pendidikan Dasar sattran pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK),
Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertarna (SMP),
Pendidikan adalah satuan pendidikan Sekolah Menengah
Umum (SMU) dan Iah Menengah Kejuruan (SMK).
Bariffiiri Ope sekolah y.ing seliinjutflya disebut Bos adelah
bantuan yang untuk kegiatan penunjang belajar mengqiar

ri negeri sipil.tidak termasuk gaji
Bantuan Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA
adalah bantuan sekolah yang diselenggarakan oleh



10. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian
atau pengadaan
belas) bulan.

g yang nilai manfaatnya larrang dari 12 (dua

11. Belanja Modal (BM) digunakan untuk pengeluaran
atau pembangunan aset tetap berwujud yangpembelian/

r-n€mp.unyai nilai tnya lebih dari 1? (dua belas] bulan,
Penerima Banhran Sekolah Daerah adalah Sekolah Negeri.

BAB IT
DAIT TUJT'AN

Pasal 2

Maksud dan h$uan BOS Daerah adalah

1,2.

kelmrangan BOS yang
Pendapatan dan Belanja

Daerah.
d. Sekolah

(sMK) yang
(21 BOSDA di

mengEar, oP€

oleh Pemerintah
untuk memenuhi
melalui Anggaran

(1)

BAB III
PERTIITTTIKAIV BOSDA

Fesal S

b. Sekolah Dasar ya4g diselenggarakan bleh Pemerintah Daerah.
c, Sekolah M

BOSDA diberikan ke$ada satuan pendidikan :

a. Taman Kanak-karlak-diselenggarkan 91"1 l"*elntah Daerah.

Pertanoa yang dieelenggaralcan oleh Pemerintah

Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan
oleh Pemerintatr Daer.ah.

untuk membiayai kegiatan operasional belajar
manqjemen muhl, penyelenggaraan evaluasi

BAB IV
CARA PF.UBERIAIU BOSDII

(1) BOS Daerah

Pesaf 4

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten

(21 Besaran BOSDA un masing-masing sekolah ditentukan berdasarkan
perhitungan rom b'elajar (R.qmbel) dan atau jumlah siswa dan
ditetapkan dengan

Pasal 5



b.

c.

d.

Permintaan pembayaran
mengajukan kelengkapan
a. Satuan pendidikan

Qpersional Sekolah
Pemuda dan Olah
dan atau daftar
anggaran lcas yang
Satuan pendidikan
umum yang khusus
Rekening dana
Bendahara sekolah.
Proposal dan
diverifrkasi oleh Di

ksel 6

pencairan sebagaimana dimaksud Pasal 5,
tan sebagai berikut:

mengajukan proposal permohonan Bantuan
Bupatr melalui Kepala Dinas Pendidikan,

yang dilampiri dengan daftar nominatif Rombel
dan rencana penggunaanya sesuai dengan

rekening berupa tabungan di Bank
pung d.ana Bantuan Operasional Sekolah.
Operasional Sekolah dibuka atas nama

nominatif yang dialiukan sebelumnya sudah
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Bendahara

hran Qperasional Sekolah kepada satuan
melalui mekanisme transfer langsung ke

bukti-bukti pengeluaran terkait dengan
pan oleh penerima Bantuan Operasional

ban sebagaimana dimaksud pada ayat (U

pen5rusunan daftar nominatif sekolah
triwulan berikutnya.

(?)

Fasal 7

(1) Permintaan dan pencairan belanja Bantuan Operasional
Pengeluaran Bantuan SosialSekolah dilakukan

dengan persehrjuan
Pensarran belanja
pendidikan dilaku
rekening sekolah.

(3) Pembayaran di
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i Fasal 8

(1) Penerima Bantuan
penggunaan dana

Sekolah Daerah bertanggungiawab atas

pertanggungiawaban
diterimarrya dan wajib menyampaikan laporan
penggunaanya dalam bentuk realisasi

Pengguna€ur dana Bupati secara b.erjenjang melalui Dinas
Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan DPPKD setiap bulannya paling
lambat tanggal 10 berikutnya.
Penerima Bantuan $ekolah Daerah merupakan objek
pemeriksaan
penggunaa.n dana
Sekolah Daeiah.

(3) Laporan
dibuat ranglap 5
a. Bupati melalui DPPKD Kabupaten Bintan dalam rangkap

3 (tiea);
b. Kepala Dinas

1 (satu);
Pemr,rda dan olah Raga dalam rangkap

c. Sekolah yang
Laporan ayat (3)

dan Olah
penerima

diverilikasi terlebih oleh Dinas Pendidikan, Pemuda
Raga sebagai dasar

t2)

(4)

alokasi dana BOSD



BAB VI
PENGAITASAIT

Pasel I

penggunaan Dana yang diterima oleh sekolah(u

l2l

Pengawasan
dilakukan secara
Pengawasan se
Kepala Dinas
Daerah.

(1) Sekolah yang
melalnrkan
pelaksanaan
diatur dalam

peratrrran
(21 Penerima

dimaksud pada ayat (1)

Pemuda dan Qlah Raga

BAB VII
SAItrsI

dilalmkan oleh
dan Inqpektqr

Operasional Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan
undangan yang berlaku.

Fasat 1(l

Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang
penyalahgunaan dan/atau penyimpangan
dan administrasi keuangan sebagaimana
Buipati ini dan Naskah Perjaqiian Bant-uan

BOSDA yatrg tidak menyampaikan laporan
8 ayat (1) akan ditunda{*"

sebagaimana pasal
pencairan dana tnya.

BAB VIII
rgrrilTuAn PErvtrTnP

Fesel 11

Peraturan Bupati ini m i berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal a./ P6 ao I

6 BUPATT

o

/

Diundangkan di Kijang
pada tanggal

Agar setiap orang menge$huinya, memerildkT pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan nenem{atannya dalam Berita Daerah.

I

I Ditetapkan di Kdang
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